PEMERINTAH KAEUPATEN MAJALENGEKA

DINAS PENDIDIKAN

Jalan K. H. Abdul Halim Nomor 233 Telp/Fax (0233} 281087
Majalengka 45418

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN MAJALENGKA
Momor 31 TAHUN 2015

TENTANG

IZIN PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN ANAK USIA DINI (PAUD)
TAMAN KANAK-KANAK AL-QURAN TERPADU (THAT) SAKINAH
KELURAHAN MAJALENGKA KULON KECAMATAN MAJALENGKA

KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN MAJALENGKA

Manimbang - a. bahwa memperhatikan surat Ketua Penyelenggara Taman Kanak-
kanak AlQuran Terpadu (TKAT) Sakinah TOMICT
03/BITKATS/A/2015 tanggal 5 Januari 2015 perhal Permohonan
Perpanjangan lzin Operasional dan berdasarkan hasil uji kelayakan
pada tanggal 03 Februari 2015, Taman Kanak-kanak Al-Quran
Terpadu (TKAT) Sakinah Kelurahan Majalengka Kulon Kecamatan
Majalengka dinyatakan memenuhi syarat untuk menyelenggarakan
Taman Kanak-kanak Al-Quran Terpadu (TKAT).

b, bahwa berdasarkan pada pertimbangan hurup a dan sesual dangan
ketentuan pasal 62 Undang-Undang Nomeor 20 Tahun 2003 tentang
Sistenn  Pendidikan Masional, dipandang perlu diterbitkan zin
penyelenggaran Pendidikan Anak Usia Dini  Taman Kanak-kanak
AlQuran Terpadu (TKAT) Sakineh Kelurahan Majalengka Kulon
Kecamatan Majalengka yang ditetapkan dengan Keputusan Kepala
Dinas Pendidikan.

Mangingat - 4. Undang-undang Nomor 14 Tahun 1850 tentang Pembantukan
Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Jawa Barat
{Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950), sebagaimana telah
diubsh dengan Undang-Undang Momor 4 Tahun 1858 tentang
Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang
dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang
Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan
Provinsi Jawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
1968 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 2851);

2. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan
Masional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomar
78 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301)

3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan
Daerah {Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor
125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437)
sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-
Undang Nomor 12 tahun 2008 Tentang Perubahan Kedua Atas
Undang-Undang Nomer 32 tahun 2004 Tentang Pemerintahan



10.

11,

12.

13.

Undang-undang Momor 33 Tahun 2004 Tentang Perimbangan
Keuangan Antara Pemerintah Pusal dan Pemerintah Daerah
{Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 124,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indenesia Nomor 4438):

Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 Tentang Standar
Masional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2005 Nomor 41 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor  4496), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan
Pemerintah Nomor 32 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas
Peraturan Pemerintah Momer 18 Tahun 2005 Tentang Standar
Masional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2013 Nomor 71, Tambahan Lembaran MNegara Republik Indonesia
Nomor 5410);

Paraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 Tentang Pembagian
Urusan Pemerintah Antara Pemerintah, Pemerintah Daerah
Provingi dan Pemerintah Kabupaten/Kota (Lembaran Magara
Republik Indonesia Tahun 2007 nomor 82, Tambahan Lambaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4737);

Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 Tentang Orgamisasi
Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2007 Nomor 88, Tambahan Lembaran Megara Republik Indonesia
Momaor 4750);

Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2008 Tentang Pendanaan
Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008
Nomor 91, Tambahan Lembaran Negara Rapublik Indonesia Nomor
“864);

Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 Tentang Pengelolaan
dan Penyelenggaraan Pendidikan (Tambahan Lembaran MNegara
Republk Indonesia Tahun 2010 Nomor 23), sebagaimana telah
divbah dengan Peraturan Pemerintash Nomor 66 Tahun 2010
Tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun
2010 Tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan
(Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2010 Nomor 112,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomaor 5157)

Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor
=8 Tahun 2002 Tentang Standar Pendidikan Anak Usia Dini:

Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik
Indonesia Nomor 81 Tahun 2013 Tentang Pendirian Satuan
Pendidikan Nonformal (Berita Negara Republik Indonesia Tahun
<013 Nomor 877); sebagaimana telah diubah dangan Peraturan
Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomar
84 Tahun 2014 Tentang Pendiran Satuan Pendidikan MNonformal
(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1279);

Peraturan Daerah Kabupaten Majalengka Nomor 2 Tahun 2008
Tentang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten Majalengka
(Lembaran Daerah Kabupaten Majalengka Tahun 2008 Momor 2,
Tambahan Lembaran Daerah Nomor 1)

Peraturan Daerah Kabupaten Majalengka Nomor 10 Tahun 2009
Tentang Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Majalengka
(Lembaran Daerah Kabupaten Majalengka Tahun 2009 Nomor 10)

sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten
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KESATU

KEDUA

KETIGA

KEEMPAT

Tembusan :

Memutuskan..........
MEMUTUSKAN

Memberikan izin penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini kepada
Taman Kanak-kanak Al-Quran Terpadu (TKAT) Sakinah Kelurahan
Majalengka Kulon Kecamatan Majalengka dengan ketentuan sebagai
berikut

1. Menggunakan kurikulum dan metoda belajar yang sesuai dengan
tujuan Pendidikan Nasional:

2. Mentaati Peraturan Perundang-undangan yang beraku;

3. Menyampaikan laporan perkembangan setiap bulan kepada Kepala
Dinas Pendidikan Kabupaten Majalengka,

4. Permohonan perpanjangan izin diajukan selambat-lambatnya 30
{tiga puluh) hari sebelum berakhimya masa izin ini.

Izin sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU berlaku selama 3
{tiga) Tahun

Dengan berlakunya Keputusan ini, maka keputusan Kepala Dinas
Pendidikan Kabupaten Majalengka Nomor 800/3202-Disdik tanggal 30
Agustus 2010, dinyatakan sudah tidak berlaku lagi.

Keputuzan ini beraku sejak tanggal dietapkan dengan ketentuan
apabila dikemudian har terdapat kekeliruan dan atau kesalahan di
dalamnya akan diadakan perbaikan atau perubahan sebagaimana
mestinya.

1. Yth. Bupati Majalengka

2. Yth. Direktur Pembinaan PAUD Ditjen PAUDNI Kemdikbud di Jakarta
3. Yth. Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Barat di Bandung

4. Yth. Kepala UPTD Pendidikan Kecamatan Majalengka



YAYASAN PENDIDIKAN ISLAM

DAARUL MUTA’ ALLIMIN

AKTA NOTARIS R. AHMAD SUSENO NO. 10 TANGGAL 13 JANUARI 1982

Alamat : JIn. Imam Bonjol No. 18 Majalengka (0233) 2B 44 55

SURAT KEPUTUSAN
KETUA YAYASAN PENDIDIEAN ISLAM DAARUL MUTA®

ALLIMIN MAJALENGEA
Nomor: 021SK/YPIDMXI2005

TENTANG
PENDIRIAN TAMAN KANAK-KANAK AL QUR'AN TERPADU (TKAT)
" SAKINAH “ MAJALENGEA

Menimbung : Bahwa dalam rangka mrut serta memberantas but abaca tulis
Al Qur'an di Kabupaten Majalengka dipandang perlu mendirikan
Taman Kanak-Kanak Al Qur'an,
Mengingat : 1. Anggaran Dassr YPI Daarul Muta®allimin,
2. Anggarn Rumah Tangga YPI Daarul Muts"allimin,
MEMUTUSKAN
MENETAPKAN
PERTAMA : Mendirikan Tuman Kenak-Kanak Al Qur-an Terpadu (TKAT)
Sakinah yang beralamat di Kelurahan Majalenghka Kulon,
becamatan Majulengka, Kabupaten Mazjalenpka
KEDUIA : Hal-hal yang belum diatur dulam keputusan ini akan dians dalam
ketentunn sendir,
KETIGA

- Keputusan ini berluku scjak tanggal ditetapkan dan apabila di
kemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapannya akan
dilakukan perbaikan seperiunya.

Ditctapkan di  : Majalengka
Pada Tanggal  : 01 Nopember 2005
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